
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PER.\TURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOR 8S TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN
BOYOLAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAU,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 3 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah serta untuk pedoman guna menunjang kelancaran 
pelaksanaan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten 
Boyolali, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali 
ten tang Uraian Tugas Jabatan Pad a (nspektorat Daerah 
Kabupaten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Ungkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2- Undang-Undaitg Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tam bah an Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang

f-
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3, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemeriniahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679);

4, Pcraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (lyembaran Daerah Kabu paten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabu paten Boyolali Nomor 183);

6, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18Tahun 
2018 tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, 
Kecamatan Taman san, dan Kecamatan Wonosamodro 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 

Nomor 18|;
7, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Tugas dan 
Pungsi. serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 
2018 Nomor 25J;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENT A NO URAIAN TUGAS .lABATAN 

PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BOYOLAU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimakaud dengan;

1. Daerah
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1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Perangkat Daerah adalah unsurpembantu Bupati dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dal am penyelenggaraan Uruaan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuaaaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Pres I den yang pelaksanaannya dilakukan oleh kemervterian 

negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, 
melayani, memberdayakan. dan menyejahterakan masyarakat.

5. Inapektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah 

Icspektorat Daerah Kabupaten Boyolali.

Bagian Kesatu 

Inspektorat

Paaal 2

(1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan 

mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah dan tugas pem bantu an oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dipimpin oleh 
Inspektur yang mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan 

oleh Perangkat Daerah.

(3) Uraian tugas Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ay at (2), 
adalah sebagai berikut;

a. merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 

bidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan 

tugas;
b. menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

anggaran di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan oleh Perangkat Daerah sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan 

agai teiausun dokumen perencanaan yang sesuai detigau rencasta 

stratus;

c. mengoordinasikan

4-
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c. mengcurdinasikan penyelenggaraaji pemerintahan dan anggaran di 
bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pern bantu an oleh Reran gkat Daerah berdasarkan kewenangan dal am 
rangka penguatan akuntabilitas kincrja dan keuangan serta 
percepaian menuju good goi^mance. clean government, dan 
pelayanan publik dengan mempertimbangkan sumber daya agar 

penyelen^araannya berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditentukan;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjukr dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. cfisien, dan tepat sasaran;

e. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang 

berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan sesuai kebutuhan 

pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;

f. mengoordinasikan kegiatan penunjang pengawasan;

g. memimpin dan mengoordinasikan layanan administrasi di bidang 
pengawasan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah dan tugas pembantuan oleh Reran gkat Daerah;

h. mengambil keputusan stratcgis dan inovatif dalam pelaksanaan 
tugas pengawasan;

i. mengoordinasikan jabatan fungsional melalui rapat berkala atau 
pengarahan langsung agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang tdali ditentukan;

j. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh 
Reran gkat Daerah sesuai dengan perencanaan dan indikator si stem 
pengendalian Internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan 

kinerja;

k. memberikan saran, penclapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bah an pertimbangan pengambilan 

kebijakan;
l. merumuskan laporan di bidang pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Daerah dan tugas pembantuan oleh Reran gkat Daerah berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

n. melaksanakan ....
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n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sasuai ketentuan peraturan perundang-undangai) dalam rangka 

mendukung kineija organisasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungai Sekretariat

Paragraf 1 

Sekretariaf

Paaal 3
(1) Sekretariat mempunyai tugas melakaanakan jjemberian pelayanan 

administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, dan 

pelaporan. urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga, dan uruaan 
Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Inspcktorat .

(2) Sekretariat sebagaimana dimakaud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris 
yang mempunyai tugas memimpm dan mengoordinaaikan pelaksanaan 
pern be nan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi 
perencanaan. keuangan dan pelaporan. urusan tata usaha. peHen^apan 

rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di 
lingkungan Perangkat Daerah.

(3) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2f. adalah 

sebagai berikut:
a. menvusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat-menyurat, 

kenimahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sesaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan surat-menyurat, 
kenimahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 

kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada Inspektorat sesuai prosed ur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan 
Daerah dan data perencanaan yang dapat dipeitanggungjawabkan 

agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 

pembangunan Daerah:

c. men^ordinasikan
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d.

mengoordinasikflji pelaksanaan pengelolaan aurat-rncnyurat, 
kerumah tanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventans, kelembagaan, administrasi dan pengclolaan 

kepegawaian. dan administrasi keuangan serta pcrencanaan dan 
pelaporan pada Inspektorat berdasarkan kewenangan dan 

mempertimbangkan sumb^r daya agar pelaksanaan tugas berjalan 
dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk. dan arahan kepadd 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif» ef^sien. dan tepat sasaran;

e. menyelia penyelenggaraan pengclolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan, kearsipan, 
dan barang inventans serta kelembagaan sesuai prosed ur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi dan dapat menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat 
aecara optimal;

f. menyelia penyelenggaraan pengclolaan administrasi dan 
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

potensi agar terwojjud tertib administrasi kepegawaian dan kinerja 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas 

Inspektorat ;

g. menyelia penyelenggaraan pengclolaan administrasi keuangan 

meliputi pen>iapan bah an rencana pend apa tan dan belanja. 
perbendaharaan, vehfikasi, pcmbukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi keuangan;

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 

inventans pada Inspektorat meliputi penyiapan bahan rencana 

kebutuhan barang, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, dan 
pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan ^ar terwujud tertib administrasi barang inventans;

i. menyelia penyelenggaraan penyusunan rencana. program, dan 

kegiatan penyelenggaraan di bidang kesekretariatan dan pen eta pan 
target kinerja serta pelaporannya sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan berdasarkan data yang dapat 

dipertan^ungjawabkan agar terwujud tertib administrasi 
perencanaan, tersusun dokumen perencanaan, dan akuntabilitaa 
kinerja yang baik;

j. menyelia penyediaan dan pelayanan informa si publik yang berkaitan 
dengan pembinaan dan pengawaaan sesuai kebutuhan pelayanan 
publik dalam rangka pernutakhiran informasi publik;

k. melaksanakan



-7-

k. melaksanakan pengendaJian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang kesekretariatan sesuai dengan perencanaan dan indikator 
aistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

l. memberikan saran. pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertuHs berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah keb\jakan penyelenggaraan tugas bidang 
pembinaan dan pengawasan berjalan sesuai ketentuan peraturan 
peru n da ng- u n dangan;

m. menyusun laporan di bidang kesek re tarlatan berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

n. membina, mengawasi, dan mcnilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang^undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan Iain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang>undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 2

Subbagian Perencanaan

Pasal 4

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan.

(2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1| dipimpin 

oleh Kepala Subbagian Perencanaan yang mempunyai tugas memimpin 
pelaksanaan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan 
program dan kegiatan.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana program 
dan kegiatan pada Inspektorat sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan 

tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menvusun
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e.

f.

b. menyusun perencanaan di bidang penyuaunan rencana program dan 

kegiatan pada Inspektorat sesuai prosed ur dan ketentuart peraturan 
perundang-undangan berdaaarkan rencana pembangunan Dae rah 

dan data pcrenCanaan vane dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang seauai dcngan rencana 
pembangunan Daerah:

c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana program dan 

kegiatan pada Inspektorat berdasarkan kewenangan dan 
mempercimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 

dan bcrhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

menyelie pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup 

tugasnya;

menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan melipuii Rencana Strategis, Indikator Kinerja 
Uiama, Rencana Kineija Tahunan, Rencana Ketja, Rencana Kegiatan 

dan Anggaran, Pctjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja. dan dokumen 

perencanaan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

g. penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan 
pembinaan dan pengawasan sesuai kebutuhan pelayanan publik 
dalam rangka pemutakhiran informasi publik;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
i. memberikan saran, pendapat» dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertuUs berdasarkan kajian dan/atau 
telaahan ^ar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat 

berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyusun laporan di bidang penyusunan rencana program dan 
kegiatan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

l. melaksanakan tugas kedinasen lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kinerja organisasi.

Paragrai 3
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Paragraf3

Subbaglan Analisia dan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 5
(1) Subbagian Analisia dan EvaJuasi merapunyai tugaa melakaanakan 

ana]isis» evaluasi dan penyusunan pelaporan penyelenggaraan 
pemerintahan dan kinerja pads Inspektorat.

(2) Subbagian AnaJisis dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh KepaJa Subbagian Analisis dan Evaluasi yang mempunyai 
tugaa memimpin pelaksanaan analisis. evaluasi dan penyusunan 

pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada Inspektorat.

(3) Uraian tugas Kepala Subbagian Analisis dan Evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2). adaJah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang analisis, evaluasi dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinetja pada 
Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 

dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang analisis. evaluasi dan penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada Inspektorat 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Dae rah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan;

c. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan analisis. evaluasi dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kineija pada 
Inspektorat berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas beijalan dengan efektif dan 

efisien;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;

e. menyiapkan bah an dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 

bah an Laporan Penyelenggaiaan Pemerintahan Daerah, bah an 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati, Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai 
iingkup tugasnya;

f. melakaanakan
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f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi petakaanaan kinerja di 
bidang anaiisis. evaluaai dan pelaporan sesuai dengan perencanaan 

dan indikator sistem pengendalian internal yang tetah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kinerja:
g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kcpada ataaan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau 

telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretanat 

beijaian sesuai ketencuan peraturan pet^ndang'Undangan;

h. manyusun laporan di bidang anaiiais. evaluaai dan pelaporan 
berdasarkan data dan anaiisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

i. mernbina, mengawasi. dan menilai kinerja bawahan aesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelakaanaan lugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja: dan

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pi nan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 4

Subbagian Administrasi dan Umum dan Keuangan

Pasal 6

(1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas 
melaksanakan urusan persuratan, urusan tat a usaha. kearsipan. urusan 

administrasi Aparatur SipH Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, 
penataan barang milik negara, penyiapan koordinasi pengelolaan 
keuangan. penatausahaan. akuntansi, verifikasi. dan pembukuan.

(2) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud 
pada ay at (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum dan 

Keuangan yang mempunyai tugas memimpin pelalcsanaan urusan 
persuratan, urusan tata usaha. kearsipan. urusan administrasi Aparatur 
Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, penataan barang milik 
negara, penyiapan koordinasi pengelolaan keuangan. penatausahaan, 

akuntansi, verifikasi. dan pembukuan.

(3| Uraian tugas KepaJa Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai behkut:

a. menyusun
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a. menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan surai-menyurat,
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
pengelolaan barang inventaris, kelembagaan. admin i stra si >
pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan administrasi keuangan 

pada Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknie agar pelaksanaan tugas dapat beijalan 
sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan surai-menyurat» 

kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi, pengelolaan 

kepegawaian. dan pengelolaan administrasi keuangan pada 
Inspektorat sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang' 
undangan berdasarkan rencana pernbangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipcrtanggungj'awabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana pembangunan 

Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan surat-menyurat. 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearaipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi, pengelolaan 
kepegawaian, administrasi keuangan dan penyusunan laporan 

keuangan pada Inspektorat berdasarkan kewcnangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan 

dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan a rah an kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan aurat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud lertib administrasi pengelolaan sural‘menyurat;

r. menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumahtanggaan dan menunjang pelaksanaan tugas Inspektorat 
secara optimal,

g- menyelia pelaksanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat, dan keprotokolan sesuai prosedur dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 
keterbukaan informasi publik;

h. menyelia ....
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h. menyelia pelaksanaan adminiatraai dan pengelolaan kearsipan aeauai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tenib adminiscrasi kearsipan dan menunjang pelaksanan 

tugas Inspektorat secara optimal;

i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 

sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang'undangan agar 
terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kineija 
pegflwaj yang optimal da lam mendnkung pelakaanaan tugaa;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 

iingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban. keamanan, dan kenyamanan 

Iingkungan yang optimal daiam mendukung pelaksanaan tugas:

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud 

pengelolaan barang inventaris yang optimal daiam mendukung 

pelaksanaan tugas;

l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan 
dokumen perencanaan kcuangan dan iaporan lainnya sesuai lingkup 

tugasnya;

m. menghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 

keuangan dan akuntansi;

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja 

langsung di lingkup tugasnya;

o- menyiapkan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana anggaran 
belanja langsung dan rencana an^aran belanja tidak langsung;

p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan, vcriflkasi, rokapitulasi. dan dokumcntasi pelaksanaan 

belanja langsung dan tidak langsung;

q. menyusun Iaporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

r. mengurus gaji dan cunjangan pegawai;

s. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang uraum. kepegawaian. dan keuangan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang telah 

ditetapkan daiam rangka perbaikan kineija;
t. memberikan saran, pendapal, dan pertimbangan kepada aiasan 

secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaah 
agararah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. menyusun
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u. menyusun laporan di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung 
jawahan peiaksanaan tugas;

V. membina, mengawasl. dan menilai kinerja bawahan aesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar peiaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya seauai target kinerja; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pirn pi nan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dal am rangKa 
mendukung kineija organisasi.

Bagian Ketiga

Inapektur Pern bantu W Hay ah

Paaal 7

(1) Inapektur Pembantu Wilayah mempunyai tugaa pokok membantu 
Inapektur membina dan mengawasi peiaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Dae rah dan tugas pembantu an oleh Perangkat 
Daerah.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat {!) 

dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas memimpin 
dan mengoordinasikan peiaksanaan pembinaan dan pengawasan 
peiaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
dan fugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2| terdiri 
dart:

a. inspektur Pembantu Wilayah I dengan wilayah pembinaan dan 
pengawasan meliputi Dinas Kependudukan dan Pen Catalan Sipilt 
Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa, Kesatuan Bangsa dan 
Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satuan Polisi 
Pamong Praja, Dinas Komunikasi dan Informaiika. Dinas Kearsipan 
dan Perpustakaan. Badan Perencanaan, Penelitian, dan 

Pen gem ban gan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan 
Pelatihan Daerah,^ Kecamatan, Kelurahan/Desa dan UPTD di 
Kecamatan Boyolali, Kecamatan Banyudono, Kecamatan Klego, 
Kecamatan Mu auk, Kecamatan Taman sari dan Kecamatan Juwangi;

b. Inspektur
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u. menyusun laporan di bidang umumf kepegawalan, dan keuangan 
berdasarkan data dan analisa aebagai informasi dan pertanggung 
jawaban pelaksanaan tugas;

V. membina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kineija; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 

mendukung kinerja oi^anisasi.

Bagian Ketiga

(nspektur Pembantu Wilayah

Pasal 7

(1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas pokok mem bantu 
Inspektur membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat 
Daerah.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang mempunyai tugas memimpin 
dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
dan tugas pembantuan of eh Perangkat Daerah.

(3) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiii 
dari:

a. Inspektur Pembantu Wilayah 1 dengan wilayah pembinaan dan 
pengawasan meliputi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesatuan Bangsa dan 
PoUtik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Satuan Polisi 
Pamong Praja, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kearsipan 
dan PerpuBtakaan, Badan Perencanaan, Penelitian, don 

Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian. Pendidikan, dan 
Pelatihan Daerah. Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Unit Pelaksana 
Teknis di Kecamatan Boyolali, Kecamatan Banyudone, Kecamatan 
Klego, Kecamatan Musuk, Kecamatan Tam an sari dan Kecamatan 

Juwangi;

b, Inspektur ....
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b. In^pektur Pembantu Wilayah 11 dengan wilayah pembinaan dan 
pengawasan meliputi Dinaa Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 

Perauda, Olah Raga. dan Panwtsata, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit 
Daerah se Kabupaten Boyolali, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian 

Penduduk, Keluarga Berencana. Pemberdayaan Pcrempuan dan 
Perlindungan Anak, Kecamatan, K^lurahan/Desa dan Unit Pelaksana 
Teknis di Kecamatan Mojosongo, Kecamatan Cepogo, Kecamatan 
Nogosan, Kecamatan Kemusu, dan Kecamatan Sambi.

c. tnspektur Pembantu Wilayah III dengan wilayah pembinaan dan 

pengawasan meliputi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 
Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas 
Pertanian, Dinas Pctemakan dan Perikanan, Sekretariat Daerah, 
Kecamatan, Desa dan Unit Pelaksana Tcknis df Kecamatan 
Oladagsari, Kecamatan Ampel, Kecamatan Karanggede, Kecamatan 

Andong, dan Kecamatan Selo; dan

d- Inspektur Pembantu Wilayah IV dengan wilayah pembinaan dan 

pengawasan meliputi Dinas Pen an a man Modal dan Relay anen 
Terpadu Satu Pintu, Dinas Kopcrasi dan Tenaga Kerja, Dinas 
Perdagangan dan Peri ndu stria n, Bad an Keuangan Daerah, 
Sekretariat Dewan Perw'akilan Rakyat Daerah, Inspektorat , E>e8a dan 
Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan Teras, Kecamatan Sawit, 
Kecamatan Simo. Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Wonosamodro 

dan Kecamatan Ngemplak.

(4) Uraian tugas Inspektur Pembantu Wilayah eebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), adalah sebagai berikut:

menyusun kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan 
sesuai ketenluan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang tel ah ditetapkan;

menyusun perencanaan di bidang pembinaan dan pengawasan 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang da pal dipertanggungjaw'abkan agar tersusun dokumen 

perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

raengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan 
pengawasan berdasarkan kewenangan dan mem pert imbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

mendisiribusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, e^sien, dan tepat sasaran.

a.

b.

c.

a.

e. melaksanakan

4,



- 15-

€. melaksanakan pengawasan dalam rangka p^nguatan akuntabilitas 
kineija dan keuangan serta kegiatan pengawasan lainnya;

f melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good 
governance, clean gaverment, dan pelayanan publik;

g. melaksanakan kegiatan penunjang pengawasan;

h. melaksanakan lay a nan administrasi di bidang pengawasan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan oleh Rerangkat Daerah;

i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait, berdasarkan 

ketentuan serta keterkaitan fungsi, sebagai penunjang pelaksanaan 
tugas pengawasan;

J. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pembinaan dan pengawasan sesuai dengan perencanaan dan 

indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kineija;

k. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajien dan/atau 
telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas pengawasan 
berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

]. menyusun laporan di bidang pembinaan dan pengawasan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

m. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas pegawai 
sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka 
mendukung kineija organisasi.

BAB 111

KETENTUAN PENUTUP

PasaJ 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 54 Tahun 2016 ten tang Uraian Tugas Jabatan Eselon Pada Inspektorat 
Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 

54), dicabut dan dinyatakan tidak bcrlaku.

Pasal 9 M

V
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Pasa] 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaJ 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya mcmerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan petiempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2018
^UPATI BOYOLALI, ^

—

^ .SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal 2016
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